Mercusuar, 6 Juli 2011

[image: image1.jpg]PALU, MERCUSUAR- Desakan
untuk membawa ke ranah hukum,
dugaan penyimpangan pengeloban
keuangan daerah Pemerintah Kabu
paten (Pemkab) Buol, semakin
meluas.

Ketua umum Pengurus Besar
Ikatan Keluarga Indonesia Buol (PB-

~ IKIB), Jusuf Butudoka menegaskan,

Proses Hukum Disclaimer APBD Buol

" Desakan Publlk Semakin Meluas gt

sudah saatnya aparat penegak
hukum mengambilalih penanganan
polemik hasil pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Buol

“Jika bola liar ini terus dibiarkan
bergulir tanpa penanganan hukum,
justeru akan menimbulkan fimah dan
ketidakstabilan dalam pengelolan

roda pemerintahan-di Kabupaten
Buol Jalur hukum harus ditempuh,”
Kkata Jusuf Butudoka yang dihubungi
via telepon, Selasa (5/7).
Sebagaimana diketahui, selama
empat tahun periode kepemimpinan
Amran Batalipu sebagai Bupati Buol,
BPK sudah empat kali pula
memberikan penilaian disclaimer.

terhadap LKPD Buol Penihian itu
diberikan karena ditemukan sejum-
b kejanggalan penggunaan angga-
ran, yang pertanggungjawabannya
tidak jelas. Kondisi ini pun, menjadi
polemik di masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Jusuf

Rara DESAKAN di hal 14
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Butudoka menilai, beragam opini yang berkem-
bang saat ini, membuat tingkat kepercayaan
masyarakat Buol terhadap pemerintah daerah
akan semakin menurun. Tentu saja, kondisi itu
akan menghambat per-kembangan dan kemajuan
daerah. “Masyarakat akan menilai kelobro-kan
itu milik Pemkab Buol secara keseluruhan.
Padahal belum tentu seperti itu, mungkin hanya
kebobrokan orang per orang,” kata Jusuf
Butudoka,

Mantan Direktur Bank Sulteng ini menam-
bahkan, untuk mencegah semakin buruknya
kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,
kasus tersebut harus segera ditangani oleh aparat
hukum. “Biar jelas siapa sesungguhnya yang
salah secara hukum dalam buruknya pengelolaan
keuangan daerah itu. Apalagi dalam pemberitaan
media massa, Bupati Amran Batalipu sudah

terkesan menantang kejaksaan untuk turun tangan
menangani polemik ini,” ujarnya.

'Sebelumnya, sejumiah tokoh berpengaruh di
Buol juga mendorong agar masalah ini dibawa ke
ranah hukum. Seperti yang dikemukakan Abd
Karim Hanggi. Mantan Bupati Buol ini menyatakan,
pihaknya sangat mendukung jika dilakukan
penyelidikan dan penyidikan hukum atas penilaian
disclaimer terhadap LKPD Buol.

“Masalah ini menyangkut uang negara dan hajat
hidup rakyat Buol. Harus ada proses Hukum, agar
tidak membuka ruang bagi pejabat tertentu untuk
mengkambing hitamkan orang lain. Supaya jelas
siapa yang harus bertanggung jawab, dan tidak
menjadi fitnah,” kata Karim Hanggi

Beberapa aktifis LSM di Sulteng, juga
mendesak hal yang sama. Direktur Eksekutif
PBHR Sulteng, Mohammad Masykur mendesak

.sambungan dari hal. 1

agar kejaksaan segera menindak lanjuti temuan
BPK tersebut. “Dalam konteks masalah di Buol,
yakin saja kita tidak bisa berharap jika lembaga
legislatif setempat akan merekomendasikan
penyelesaian melalui jalur hukum. Ini akan se-
makin membuat Kabupaten Buol terpuruk,” ujar
Masykur menilai. Meskipun desakan publik
semakin meluas, namun Kejaksaan Negeri (Kejari)
Buol, tetap adem ayem. Bahkan hingga saat ini,
dalam kasus empat kali disclaimer APBD Buol,
kejaksaan terkesan masih enggan menjalankan
fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.

Saat dikonfirmasi wartawan di Buol, Kepala
Kejari Buol, Wahjudi justru menolak memberi
komentar terkait sikap kejaksaan dalam polemik
ini. “Saat ini saya no comment, sebab ada
tahapan-tahapannya, Coba tanya dulu ke DPRD,”
kata Wahjudi pekan lalu. oriaLL




          






